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KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 20 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUS! PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunva Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daersh Kabupaten/Kota, pengelolzan kekayaan daersh adalah
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten:

b. bahwa Pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli

daerah dalam rangka rnendukung penyelenggaraan pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan hurvf b, maka periu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang MNomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 -
Nomor43);



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republfk Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4382).

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapakaii, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C8 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844y,

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dsn Daerah {Lembaren
Negara Repuelk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nocmor 4438):

. Undang-Unidang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681):

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomoer
4139);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



=35

Negara R'epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah. :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA
dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

2. Pemerintzhan Dzerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupeti adalah Bupati Batu Bara.

4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah
Dinas Pendagatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Batu Bara, yang selanjutnya disingkat DPPKAD.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.

6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena dasamya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.



7. Kekayaan Daerah adalah kekaiyaan yang dimiliki Pemerintah
Kabupaten Batu Bara meliput J tanah, bangunan, gedung, jalan dan
kendaraan/alat-alat berat milik daerah,

8. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah.

9. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala
perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai oieh
Pemerintah Daerah.

10.Alat berat adalah adalah peralatan atau mesin yang dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang dipergunakan dalam
mengeriakan proyek atau usaha lain.

11.Jalan adaiah jalan Kabupaten yang dibiayai Anggaran Pendapatan
dan Belania Daerah Kabupaten Batu Bara.

12.Saluran adalah utilitas instansi Pemerintah/Swasta yang dipasang

sepanjang yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.

13. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang dikuasai oleh Pemerintah
Daerah.

14, Stacion adaleh lapangan yang dilenigkapi tangunan dengan alat-alat
perlengkapan halaman dan sebagiannya yang termasuk di lingkungan
stadien vang terletek di Kabupaten Batu Bera.

15.Retribusi Daeran adalah pungutan dasrah sebagai pembayaran atas
iasa atau pembarian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
ciberikan oleh Pemerintarn Daerah untuk kepentingan orang atau
badan.

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketelapan yang menentukan besarnya jumiah pokok
retribusi,

17 Surat Setcran Refribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adaleh surat yang diguriakan oleh wajib retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

18.8urat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah Ketetapan retribusi yang menentukan
besammya jumiah gpokok retribusi, jumlah kredit distribusi, jumilah
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya - sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.



19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKB'I_’ adalah Surat Ketetapén Retribusi
yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah
ditetapkan.

20, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat
dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya
terhutang.

21.Surat Taginan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
acalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi

acministrasi berupa bunga ateu denda.

BASBII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi

atas pemakaian kekayaan yeng dimiliki dan/atau dikelola daerah.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribaci atau badan yang memanfaatkan
dan/ztau mernakai kekayaan daeran

BAB NI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasals

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Usaha.

8ABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Relribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jasa pelayanan yang
disediakan Pemerintah Daerah atau pemakaian fasilitas tanah dan



bangunan, ruang untuk pertemuan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat

dan penggunaan jalan kabupaten. -

BAB V
. TARIF RETRIBUSI
Bagian Pertama

Tanah

Pasal 7

(1) Untuk pemasangan papan reklame/kain reklame di panggung reklame
didirikan di atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan permeter persegi.

(2) Untuk pendirian depot dan bangunan tidak permanen lainnya dilokasi
ditentukan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500~ (lima ratus rupiah).

(3) Untuk pernakaian peranaman pica air bersih, air kotor (limbah),
minyak, dan lain-lain dipungut bizya retribusi sebesar Rp. 25.000,-
(dua puluh fima ribu rupiah) untuk setiap meter persegi (M%) selama
penggunaan.

Bagian Kedua
Rumah Dinas
Pasal 8
(1) Retribusi pemakaian rumah dinas adalah
a. Permanen 10% dari gaji pokok.
b. Semi Permanen 5% dari gaji pokok.

(2) Penetapan rumah dinas akan diatur dalam ¥eputusan Kepala Daersh.

Bagian Ketiga
Kendaraan/Alat-Alat Berat
Pasal 9
(1) Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat adalsh:

a. Trailer/Trado Rp. 300.000,-/hari’
b. Buldoser/Truck Dozer Rp. 300.000,-/hari
c. Greder Rp. 300.000,-/hari
d. Drogline Rp. 300.000,-/hari
e. Road Greder (perata jalan) Rp. 300.000,-/hari
f Exavator/Back Hoe Rp. 300.000,-/hari
g. Tractor Rp. 200.000,-/Mari



h. Loader/Schovel Rp. 300.000;-/ari
i.* Concrete Mixer (beton mlen) Rp. 100.000,-/han
j Road Roller (mesin gilas) x

- 2s/d4ton Rp. 100.000 ~/hari

- B6s/d8 ton Rp. 150.000,-/harn

- lebih 8 s/d 10 ton Rp. 200.000,-/hari
k. Stone Croser (mesin pemecah batu) Rp. 200.000,-/hari
I. Dump Truk Rp. 150.000,-/hari
m. Truk Rp. 150.000,-/hari
n. Alr Compresor Rp. 150.000,-/hari
o. Asphal Brender Rp. 150.000,-/hari
p. Asphal Sprayer Rp. 100.000,-/hart
a. Rember Tamping Rp. 100.000,-/mhari
r. Genset (mesin listrik) Rp. 100.000,-/Mari
s. Tire Roler/PTR ; Rp. 306.000,~hari
t. WaterTank Rp. 100.000,-/hari

(3) Kepaia Daerah dapat membebaskan retribusi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1} dengan tujuan untuk kepentingan sosial bencana alam,
TMD dan gotong rcyong.

(4) Penetapan pemakaian kendarz wan/alat-alat berat zkan diatur aziam

Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Jalan Kabupaten
Paragraf 1
Kelas Jalan Kabupaten
Pasal 10

Kelas jalen kabupaten terdini dart

a.

Jalan Kelas Il A yaitu Jalan Arteri atau Kelektor yang dapat dilalui
kendaraan bermotor tidak melebihi 18.000 milimeter dengan muatan
sumbu terberat yang diinginkan 8 ton.

Jalan Kelas !ll B yaitu Jalan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan
bermotor termasuk muatan tidak melebihi 2500 milimeter, ukuran
panjang tidak melebthi 12.000 milimeter dengan muatan sumbu
terberat yang diinginkan 8 ton.

Jalan Kelas Il C yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan

bermotor termasuk muatan tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran



panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dengan rwatan sumbu terberat
yang diinginkan 8 ton.

. Paragraf 2
Tarif Retribusi
Pasal 11

(1) Pemakaian/penutupan jalan untuk keperiuan masyarakat:

[a | Untuk keperluan kemersial E Rp. 50.000,-124 jam

. —

b | Untuk keperiuan pesta TRp. 25.000-724 jam
I'c | Untuk keperluan scsial ~ T Ro. 10.000,-724 jam
4 lUntuk  <emalanger fizk |

| joikenxarietibusi ! ;

i — . e i

(2) Pemakaian/penempatan semzntara bahan-bahan, barang

pelaksanaan pembangunan den kspeniingan lainnya.

a | Diatas jalan aspal hot mix Rp. 2.000+4m2/hari :
b |Diatas jaten aspal Rp. 1.560,-/m2/hari |

| ¢ {Diatss irctoar Rp. 2000,-/m2/tan
d Untuk kemelangan tidzw | ]
| ¢Hikenakan.retriousi | |

{3) Pemaksian iapangan.

. | @  Perunjuican/niburan berskala | Rp. 250,000 -hari 1
i .beser ! |
! biPenuaiukan/niburan berskzla | Rp. 3C0.000,4han :
! ;secang NP .
| ¢ | Pertunjukan/hituran berskala | Rp. 250.000,-/hari ‘
i lkeci i
{"d | Pertemuanirapat Rp. 200.000,-/hari |
i_e eperiv aniandain ich. 159.000 -17ari !

(4) Dikecualikan dari keteniuen ayat (5) Pasal ini bagi pelaksanaar:

embangunan Pemerintah.
)

BAB Vi
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD.
(2) Hasil pemungutan retribusi pada Peraturan Daerah ini disetor ke Kas
Daerah.



BABVI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Pemungutan retrbusi dilakukan di wilayah Kabupaten Batu Bara.

BAB VIl
SANKS!I ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal waijib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau tidak
dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan, dan besarnya retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang bayar dan ditegih dengan menggunakan Surat Tagihan
Retribusi Daerah (STRD)

BABIX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 15

{1)Kepszia Deerah menentukan tanggal jatuh iempo pembayaran dan
penystoran retribusi yang terutang paling lama 30 {tiga puluh) hai

setzlah saat terutang.

{2) SKRD, SSRD, SKROKB, SKRDKBT, STRD, Kepuiusan Psmbetulan
Kaputusan Keberatan dan Putusan Bending yang manyvebaiskan
jumian retribusi yang harus didayar bertambah harus dilunasi galam
jangka waictu paling lema 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya

surat tersebut di atas.

(3)Kenalc Daerah atas permohcnan wajib retribusi dacat memberik.an
persetujuan kepada wajib retriousi untuk mengangsur atau menunda
pembayaran relribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) setiep bulan, dengan ketentuan dan persyaratan yang

ditentukan terpenuhi.

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran
retribusi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
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BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasat 16

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRDK3, SKRDKBT, STRD,
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar

oleh wajib retribusi, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Xi
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembangan kelecihan
pembayaran retribusi.

{2) Atas dasar permohcenan sebagaimana dimaxsud pada ayat (1) di atas
kelebihan pembayaran retribusi Gapat langsung  diperhitungkan
terlebib dzhulu dengan utang retsibusi dan ateu sanksi agministrasi

Serupa bunga oleh Kepala Daerah.

(3) Atas permohonan seta:jaimana dimaksud psda ayst (2) apabita
mendapai  persetyuar  Jari  Kepzie Dzsrah, atas  kealebihan
pembzyaran lersebut dapat diperhitungkan dengan pembayzaran
retribusi selanjutnya.

Pasal 18

(1) Datam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa, setelah
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17
diterbitkan SKRDLB, paling tambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

{(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan kepada wajib retribusi paling fambat 2 {dua) buian sejak
diterbitkan SKRDLB.

(3) Apabila pengembalian kelebitian pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRODLB,
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Kepala Daerah memberikan imbalan, bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan
dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksua pada Pasal 18 diterbitkan
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BABXII
KADALUARSA
Pasal 20

(1}Psnzagihan ratribusi. kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun, terhitung sejek saat terutangnya retribusi, kecuali apabita

wajib retribusi melakuk.an tindak pidana di bidang retribusi.

(2} Kacaliuarsa penagitan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini terianjguh apabila:
a Diterbitkan Surat Peringatan, Teguran dan Surat Paksa atau
Surat Lzinnya yang sejenis.
5 Ada pengakuan nutang retribusi dari wajib retriousi baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB Xl
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETR!BUIS! YANG KADALUARSA
Pasaj 21

(1) Piutang retricusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadatuarsa dapat dihapus.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piatang retribusi
daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini.
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam
dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 23

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipit terentu d fingikungan Pemerintzh
Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah ini.

(2) Dalam  melaksanakan tugas penyidikan, pejabai  penyidik

sebagzimana dimsaksud pada ayat (1) pasal ini benvenang :

a. Menerima iaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b, Melzkukan tindekan pertama pada sast itu di tempat keladian dan
melakulcan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenii seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

d. Melskukan penyitaan benda dan atau surat;

e Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
pemeriksaan perkara;

viengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk

@

dari periyidik banwa tidak terdapat cukup bukti ateu peristiwa
tersebut bukan merupskan tindak pidana dan selan;utnya melaiui
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluarganya;

h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in
memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada penuntun umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
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BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BATU EARA
ttd.
OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 20



